,

BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT :

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 6% TAHUN 2023 .

TENTANG _
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa  perubahan rencana  strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan
rencana pembangunan lima tahunan  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub
kegiatan sesuai kewenangan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-
2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis
perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan
keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan
dalam Rencana Kerja Pembangunan  Daerah
berkenaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 71 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-
2026;

X L
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Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4430);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

M7
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182),

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1842j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Sera Tata Cara Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
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Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288};

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020
tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor 994);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1569);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021
tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1570);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 571};

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 592j;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8
Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran
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Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 712};

28. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 21},

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBAWA TAHUN
2021-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2021 Nomor 71), diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

A7
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal ¢ Novewbesr 2023

)
i BUPATI SUMBAWA,

\( MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan dj‘Sumbawa
pada tanggal £ WNovewbes 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BAS$RI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR él:




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR £#4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  PERATURAN
BUPATI SUMBAWA NOMOR 71 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL  KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 Ayat (29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan
bahwa Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra menjadi dasar bagi PD untuk menyusun renja yang merupakan
dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renstra dapat diubah
jika RPJMD mengalami perubahan.

Dokumen perencanaan di daerah terdiri atas dokumen perencanaan
pembangunan daerah dan dokumen perencanaan PD. Pada Pasal 11 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa
perencanaan pembangunan daerah méh'puti rencana pembangunan daerah
dan rencana PD. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD; RPJMD; dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana PD, terdiri atas Renstra PD
dan Renja PD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan
tugas dan fungsi PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat
indikatif, sedangkan Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra

PD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.



Proses penyusunan Renstra dan Renja berlaku mutatis mutandis
terhadap proses penyusunan perubahan Renstra dan Renja, yang dilakukan
PD dengan berkoordinasi, bersinergi dan melakukan harmonisasi dengan
BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang terkait sesuai tahapan, yang
dimulai dengan (a) persiapan penyusunan; (b} penyusunan rancangan awal; (c)
penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan forum PD/lintas PD; {¢) perumusan
rancangan akhir; dan (f) penetapan. Proses penyusunan renstra PD
dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tahapan: Proses: Keterangan:
Persiapan a. penyusunan rancangan a. Tim penyusun Renstra PD
Penyusunan keputusan Bupati tentang dipersiapkan oleh Kepala PD
Renstra pembentukan tim penyusun dan diusulkan kepada Bupati

Renstra PD; untuk ditetapkan dengan SK

b. pembentukan tim penyusun Bupati.
Renstra PD dimulai dari b. Susunan keanggotaan tim
penyiapan rancangan SK penyusun Renstra PD yang
Bupati tentang pembentukan ditetapkan dengan keputusan
tim penyusun Renstra PD. Bupati sekurang-kurangnya:
Susunan keanggotaan tim Ketua (Kepala PD), Sekretaris

berasal dari pejabat dan staf (Sekretaris PD), Pokja
PD bersangkutan yang {disesuaikan dengan
memiiiki kemampuan dan kebutuhan (pejabat/staf PD
kompetensi di bidang dan unsur pemerintah/non
perencanaan dan pemerintah yang dinilai
penganggaran. kompeten sebagai tenaga ahli).
¢. orientasi mengenai Renstra PD; c¢. Tujuan orientasi adalah untuk
penvusunan agenda kerja tim penyamaan  persepsi dan
penyusun Renstra PD; memberikan pemahaman
d. Tim penyusun Renstra PD terhadap berbagai per-UU
bertugas untuk berkaitan dengan renbangnas
mengumpulkan data dan dan daerah, keterkaitannya
informasi, menyusun dokumen dengan dokumen perencanaan
perencanaan sesuai tahapan lainnya, teknis penyusunan
dan tata cara termasuk dokumen, dan menganalisis
melakukan pengendalian serta menginterpretasikan data
penyusunan kebijakan dan informasi renbang daerah
dokumen rencana PD, yang diperlukan dalam

e. penyiapan data dan informasi menyusun dokumen renbang
perencanaan pembangunan daerah.

Daerah berdasarkan SIPD, d. Bahan orientasi mengenai
dokumen renbang daerah dan
dokumen rencana PD,
mencakup: (1) per-UU yang
terkait dengan renbang dan
penganggaran  daerah; (2)
Panduan atau pedoman teknis
terkait penyusunan dokumen
renbang daerah dan dokumen
rencana PD; dan (3) Buku-
buku literatur tentang renbang

dan penganggaran daerah.
Penyusunan a. analisis gambaran pelayanan; a. Penyusunan ranwal Renstra
Ranwal b. analisis permasalahan; PD dilakukan  bersamaan
Renstra PD ¢. penelaahan dokumen dengan penyusunan ranwal
perencanaan lainnya; RPJMD;




Penyusunan
Rancangan
Renstra PD

Pelaksanaan
Forum PD/
Lintas PD

. Hasil

. Forum

. analisis isu strategis;
. perumusan

tujuan dan
sasaran PD berdasarkan
sasaran dan indikator serta
target kinerja dalam rancangan
awal RPJMD;

perumusan strategi dan arah
kebijakan PD untuk mencapai
tujuan dan sasaran serta target
kinerja PD; dan

- perumusan rerncaria program,

kegiatan, indikator kinerja,
pagu indikatif, lokasi kegiatan
dan kelompok sasaran
berdasarkan strategi dan
kebijakan PD serta program
dan pagu indikatif dalam
ranwal RPJMD,

. Rancangan Renstra PD
disusun dengan
menyempurnakan ranwal

renstra PD berdasarkan SE
Bupati tentang penyusunan
rancangan renstra PD.

. Rancangan Renstra PD dibahas

dalam forum PD/lintas PD.
kesepakatan forum
PD/lintas PD  dirumuskan
dalam Berita Acara.

. Rancangan Renstra PD
disempurnakan  berdasarkan
Berita Acara.

. Rancangan Renstra PD
disajikan dengan sesuai
sistematika standar.
Rancangan Renstra PD

disampaikan oleh kepala PD

kepada kepala BAPPEDA
untuk diverifikasi dan
dijadikan sebagai bahan
masukan dalam
penyempurnaan ranwal
RPJMD.

. Penyampaian Rancangan

Renstra PD paling lambat 10
hari setelah pelaksanaan forum
PD/lintas PD.

PD/lintas PD
dilaksanakan oleh kepala PD
berkoordinasi dengan
BAPPEDA.

. Forum PD/lintas PD dihadiri

oleh pemangku Kkepentingan
yang terkait dengan tugas dan
fungsi PD.

. Forum PD/lintas PD bertujuan

untuk memperoleh masukan
dalam  rangka  penajaman
target kinerja sasaran, program
dan kegiatan, lokasi dan
kelompok sasaran yang telah

3

. Verifikasi

telah

. Hasil

b. Penyusunan ranwal Renstra

PD, disajikan dengan
sistematika  paling sedikit
memuat: pendahuluan;

gambaran  pelayanan  PD;
permasalahan dan isu
strategis PD; tujuan dan
sasaran; strategi dan arah
kebijakan; rencana program
dan kegiatan serta pendanaan;
kinerja penyelenggaraan
bidang urusan; dan

. penutup.

. BAPPEDA melakukan verifikasi

terhadap rancangan Renstra
PD.

bertujuan untuk
memastikan rancangarn
Renstra PD telah selaras
dengan ranwal RPJMD dan
mengakomodir hasil Berita
Acara.

. Dalam hal thasil verifikasi

ditemukan ketidaksesuaian,
BAPPEDA menyampaikan
saran dan rekomendasi untuk
penyempurnaan rancangan
Renstra PD kepada PD.

. Berdasarkan saran dan

rekomendasi BAPPEDA, kepala
PD menyempurnakan
Rancangan Renstra PD.
Rancangan Renstra PD yang
disempurnakan
disampaikan kembali oleh
kepala PD kepada kepala
BAPPEDA.

Verifikasi rancangan Renstra
PD disampaikan paling lambat
2 (dua) minggu setelah
penyampaian rancangan
Renstra PD.

pelaksanaan  forum
PD/lintas PD dirumuskan
dalam BA kesepakatan dan
ditandatangani oleh unsur
yang mewakili pemangku
kepentingan yang menghadiri
Forum PD/lintas PD.




Perumusan
Rancangan
Akhir

Renstra PD

Penetapan
Renstra PD

. Apabila hasil

. Verifikasi

disusun dalam rancangan
Renstra PD.
. Forum PD/lintas PD

dilaksanakan paling lambat 2
(dua) minggu setelah SE Bupati
diterima.

. Perumusan rancangan akhir

Renstra PD, merupakan proses
penyempurnaan rancangan
Renstra PD menjadi rancangan
akhir Renstra PD berdasarkan
Perda tentang RPJMD.

. Perumusan rancangan akhir

Renstra PD, dilakukan untuk
mempertajam strategi, arah

kebijakan, program dan
kegiatan PD  berdasarkan
strategi, arah kebijakan,

program pembangunan Daerah
yang ditetapkan dalam Perda
tentang RPJMD.

. Rancangan akhir Renstra PD

disajikan
sistematika.

sesuai dengan

. Rancangan akhir Renstra PD,

disampaikan kepala PD kepada
kepala BAPPEDA untuk
diverifikasi.

verifikasi,
ditemukan ketidaksesuaian,
BAPPEDA menyampaikan
saran dan rekomendasi untuk
penyempurnaan rancangan
akhir Renstra PD kepada
kepala PD.

rancangan  akhir
Renstra PD paling lambat 2
minggu setelah penyampaian
rancangan akhir Renstra PD.

. Rancangan akhir Renstra PD

yang telah disempurnakan
disampaikan kembali oleh
kepala PD kepada kepala
BAPPEDA untuk dilakukan
proses penetapan Renstra PD.

. Rancangan akhir Renstra PD,

disampaikan paling lambat 1
minggu setelah Perda tentang
RPJMD ditetapkan.

. Verifikasi,

. Berdasarkan

. BAPPEDA

harus dapat
menjamin  tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan,
program, dan kegiatan PD
dalam Renstra PD selaras
dengan Perda tentang RPJMD.
saran dan
rekomendasi, kepala PD
menyempurnakan rancangan
akhir Renstra PD.
menyampaikan
rancangan akhir Renstra PD
yang telah diverifikasi kepada
Bupati melalui Sekda untuk
ditetapkan dengan Perbup.

. Penetapan Renstra PD dengan

Perbup, paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Perda tentang
RPJMD ditetapkan.

. Renstra Perangkat Daerah
vang telah ditetapkan dengan
Perbup menjadi pedoman

kepala PD dalam menyusun
Renja PD dan digunakan
sebagai bahan penyusunan
rancangan RKPD.

Seluruh proses penyusunan Renstra PD sebagaimana disajikan di atas

berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan Renstra PD,

dengan alur seperti dalam gambar di bawah ini:



. PERSIAPAN . |
PENYUSUNAN
RENSTRA PD

C O VERIFIKASE T 7
‘BAPPEDA

r Y
Vi

k i
AKHIR RENSTRA 1 — 0T

Selain berkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan
dalam PD itu sendiri, Dokumen Renstra PD juga memiliki hubungan dan
keterkaitan dengan terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan
daerah kabupaten, proses penyusunan dokumen perencanaan organisasi PD
provinsi terkait, serta proses perencanaan pembangunan secara nasional yang
dilakukan oleh K/L teknis terkait. Maka Renstra sebagai dokumen
perencanaan lima tahunan PD, akan terkait dengan Renja PD itu sendiri,
terkait juga dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
berupa RPJMD dan RPJPD, digambarkan dalam gambar di bawah ini:

Renstra SKPD

| Renja SKPD
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Hubungan antara dokumen Renstra PD dengan dokumen perencanaan

PD terkait di provinsi maupun renstra K/L dapat digambarkan sebagai berikut:
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1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra PD ini dilaksanakan berdasarkan

dan/atau

memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang terkait, yaitu:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)

10)
11)

12)

13)

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, NTB, dan NTT;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;,

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja
Instansi Pemerintah; -



14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

15} Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

17) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Tahun 2020-2024;

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi;

21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

22) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010
tentang RPJP Kabupaten Sumbawa 2005-2025;

23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun
2011-2031;

24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

25) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup
Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

26) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-
2026; dan

27) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 21 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta



Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumbawa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra PD ini memiliki maksud dan tujuan
sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai dokumen perencanaan 5 {lima) tahunan
PD yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam
rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan tugas
dan fungsi PD, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat
indikatif, serta akan menjadi pedoman bagi PD untuk penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumbawa disusun sama dengan sistematika dokumen Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa sebelumnya,
yaitu:

BAB | PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
Kabupaten Sumbawa
2.2 Sumber Daya
2.3 Kinerja Pelayanan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi
Pelayanan PD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

3.3 Telaahan Renstra Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi
terkait

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis '

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP




BAB 1II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan
Bupati Sumbawa Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, dengan
struktur sebagai berikut:
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KABUPATER SUMBAWA
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Uraian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumbawa sebagaimana tersebut di atas, namun vang disajikan
hanya tugas dan fungsi dari struktur sesuai ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:



1.

Kepala Dinas

Bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib

yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kependudukan dan

pencacatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah,
dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

b. pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan

pencatatan sipil;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kependudukan dan pencatatan

sipil; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sekretaris Dinas

Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan

perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum

dan kepegawaian, dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;

b. penyelenggaraaan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi
keuangan dan administrasi kepegawaian;

c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan
hubungan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan-
peiaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan

secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Kepala Bidang

Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk,

dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang identitas
penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang identitas
penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
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c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang identitas penduduk, pindah
datang penduduk dan pendataan penduduk;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang identitas
penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan
secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Kepala Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil, dengan
fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan bahan perumusan Kkebijakan teknis bidang kelahiran,
perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan
serta kematian;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelahiran,
perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan
serta kematian;

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelahiran, perkawinan,
perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan serta
kematian;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelahiran,
perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan
serta kematian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan
secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, dengan rincian fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sistem
informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data,
tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi serta
komunikasi;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang sistem informasi
administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, tata

kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi serta komunikasi;
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c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data, tata kelola dan sumber
daya manusia teknologi informasi serta komunikasi;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sistem
informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data,
tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi serta
komunikasi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan

secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Kepala Bidang

Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan inovasi

pelayanan, dan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kerja
sama,pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang kerja sama,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan;

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kerja sama, pemanfaatan data
dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan,

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kerja sama,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengantugas
dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok

Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Sumber Daya Aparatur
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa didukung oleh sejumlah ASN.
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Data pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan
tingkat pendidikan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Keadaan September 2023
. - Status Kepegawaian Jumiah
No | Jenjang Pendidikan PNS PPPK/ Kontrak
1 [SD 0 0 0
2 SMP 1 ) 1
3 SMA 10 0 10
4 Diploma 1 0 1
S S1 30 2 32
6 52 2 0 2
Jumlah 44 6 46
Tabel 2.2
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan
Keadaan September 2023
Status Kepegawaian
No Golongan PNS PPPE Jumlah
1 Golongan 0 0 0
2 Golongan II 7 0 7
3 Golongan 111 34 0 34
4 Golongan IV 3 0 3
5 Grade IX 0 2 2
Jumlah 44 2 46
Tabel 2.3
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis / Jabatan
Keadaan September 2023
No Tingkat Esselon Jumlah %
1 IIb 1 2
2 IMla 1 2
3 b 3 8
4 IVa 2 4
5 JF ADB Kependudukan Ahli Muda 7 15
6 JF Analis Keuangan Pusat Daerah 1 2
7 Pelaksana 31 67
Jumlah 46 100

2.2.2 Asset/Modal
Kondisi asset/modal berupa sarana dan prasarana berdasarkan data
dari SIMDA BMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumbawa disajikan pada tabel berikut:
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Nilgi BMD Periode |
N N _ , Muftasi _ )
Akun Neraca Saldo Awal Saido Akhir
0. Tambah Kurang
, (Rp.) (Rp.} (Rp.} {Rp.}
1 2 3 4 1) )
A ASET LANCAR
1 |8arang Persediaan
2 |Ekstrakompatable - - -
Jumlch - -
B. JASET TETAP.
1Tanah 410.620.000 - - 410,620,000
2|Peralatan dan Mesin 3,214,064,727 55,100,000 3.158,964,727
3|Gedung dan Bangunan 1.860.614,653 - - 1.860,614,653
41Jalan, Irigasi dan Jaringan 55.223.000 - 55,223.000
5{Aset Tetap Lainnya - -
6|Konsiruksi Dalam Pengerjaan - - - -
Jumiah 5,540,522,380 - 55,100,000 5.485,422,380
C.|ASET LAINNYA
1]Aset lain-lain {Rusak Berat} 628,208,554 55,100,000 - 683,308,554
2|Ektrakompatabel 17,607,101 -
Jumlah 645,815,655 55,100,000 . 700,915,655
D.|PENYUSUTAN
1|Tanah 410,620,000 - - 410,620,000
2|Peralatan dan Mesin 3.158,964,727 - 3.158.944.727
3|Gedung dan Bangunan 1,860,614.653 - 1.860.,614,653
4] Jalan, frigasi dan Jaringan $5,223.000 - 55,223,000
S)Aset Tetap Lainnya - - - -
Jumlah 5,485,422.380 - . 5,485,422,380
Jumiah




2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu memberikan
pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sampai saat ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
terus mengalami peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang didukung oleh sumber daya aparatur, sarana dan
prasarana serta biaya operasional yang dimiliki. Gambaran pencapaian kinerja pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel di bawah ini:
T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa
Indikator Kinerja sesuai | Target | Target Ta_rget Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun
No. . Indikator ke-
Tusi PD NSPK IKK )
Lainnya
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1/2|3|4]|s
1 | Cakupan kepemilikan v 153.018 | 142.562 | 142.881 | 149,177 | 157.824 | 130.795 | 120.295 | 128.593 | 137.188 | 147.076 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9
Kartu Keluarga (KK)
2 | Cakupan kepemilikan v 403.540 | 371.035 | 372.297 | 374.513 | 382.778 | 313.036 | 299.288 | 333.782 | 338.546 | 357.600 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9
f; KTP-el
| 3 | Cakupan kepemilikan v 509.234 | 511.429 | 156.322 | 175.793 | 175.793 | 380.680 | 359.151 | 136.793 | 130,983 [ 130.983 (0,7 | 0,7 | 0,9 ] 0,7 | 0,7
akta kelahiran
4 Persentase lembaga v 1] 7 7 15 17 0 0 7 15 17 - - 1 1 1
pengguna yang
memanfaatkan data
kepedudukan
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T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa

Target Realisasi Target Realisasi Target | Realisasi % Target % Target Realisasi %6

2 3 4 5 6 7 ] 9 10 11 13 14 15 16
Belanja Tidak | 2.775.454.078 2.699.782.9 | 97.27 | 2,526,769,1 | 2,459,264 { 97.33 | 3,496,23 | 3,441,751, | 99.44 | 4.153.983. | 4.109.8 | 98,93 | 4.224.981.4 | 4.215.335. | 99.77
Langsung 05 23 916 1,841 602 913 47.208 18 430
Befanja 2.775.454,078 2.699.782.9 | 97.27 | 2,526,769, | 2,459,264 | 97.33 | 3,496,23 | 3,444,751, | 99.44 | 4153983, | 4.102.8 198,93 | 4.224.981.4 | 4.215.335, | 99.77
Pegawai 05 123 ,916 1,841 602 913 47.208 18 430
Belanja 1.672.527.678 1.426.631.1 | 85,30 { 4,340,606,7 | 3,846,457 | 91.10 | 3,044,64 | 2,757,432, } 91.57 | 3.574.756. | 34103 | 954 { 3.775.192.6 | 3.487.241. | 92,37
Langsung 08 35 A48 4,564 052 040 76.449 66 922
Belanja 116.650.000 89.050.000 | 76.34 | 1,227,255, | 1,081,100 | 88.09 | 456,425, | 426.025,0 | 91.14 | 714.550.0 | 647.600 | 91 578.650.000 | 567.035.0 | 97.99
Pegawai 000 ,000 000 00 00 .000 00 :
Belanja Barang | 1.061.241.362 884.328.69 | 83.33 | 2,944,761, | 2,602,065 | 88.36 | 2,737,91 | 2,495,385, | 9157 | 2.505.602. | 2.4239 | 97 2.206.014.1 | 2.008.924. | 91
dan Jasa 8 835 ,548 6,166 202 278 85.973 66 014
Belanja Modal | 494.636.000 453,252.41 | 91.63 | 306,728,39 | 262,046,8 | 85.43 | 306,728, | 262,046,8 | 85.43 | 354.603.7 | 338.790 | 96 990.528.500 | 911.282.9 | 91.99

0 8 50 398 50 62 476 08
JUMLAH 6,867,375,858 6,305,722,3 | 91.82 | 6,540,876,4 | 6,199,183 | 94.78 | 6,540,87 | 6,199,183, | 94.78 | 7.728.739. | 7.520.2 | 97 8.000.1740 | 7.702.577. | 96.28

64 05 ,654 6,405 654 953 23.657 84 352
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas
dan fungsinya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil tentunya
tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal
maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang
dihadapi harus dipandang sebagai suatu tantangan dalam rangka
meningkatkan dan mengembangkan kinerja pelayanan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Tantangan
yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kependudukan dan
pencatatan sipil adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus
bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global
diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari,
seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan
berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tentu
berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh
pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa agar adanya sinergi dan
keseuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang
dilaksanakan, serta adanya respon positif yang cepat dari Pemerintah

Daerah terhadap perubahan dinamika dari luar.
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3.1

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD
Beberapa permasalahan yang teridentifikasikan diuraikan menurut
penyelenggara urusan/bidang yang memiliki keterikatan dan pengaruh
yang kuat terhadap urusan lain untuk memetakan berbagai permasalahan
yang terkait dalam rangka menentukan isu-isu strategis Renstra.
Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan
memperhatikan capaian indikator kinerja masing-masing. Identifikasi ini
dilakukan untuk mendapatkan gambaran serta mengetahui faktor-faktor
penentu keberhasilannya di masa mendatang. Faktor penentu keberhasilan
adalah faktor krisis, hasil kinerja dan faktor-faktor lainnya yang memiliki
daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan
atau dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Adapun identifikasi
permasalahan disajikan sebagai berikut:

T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumbawa

No| Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1) (2) 3) (4)

1 | Cakupan Masih rendahnya Jarak dari Desa ke
kepemilikan kesadaran masyarakat | Kabupaten bervariasi dan
dokumen untuk melaporkan ada yang masuk dalam
kependudukan peristiwa kategori daerah
dan akta kependudukan dan terisolir / terpencil

pencatatan sipil peristiwa penting yang | Belum ada pusat pelayanan
belum mencapai | dialaminya ke Dinas terpadu di kecamatan

100% Dukcapil Biaya tidak langsung

(transportasi, akomodasi &
konsumsi) yang muncul saat
pengurusan di kabupaten

Tidak seimbangnya Masa manfaat peralatan
beban kerja dengan pelayanan dan penunjang
jumiah SDM operator | pelayanan sudah melebihi 5
dan sarana prasarana |tahun dan spesifkasinya
yang tersedia di Dinas | tidak update dengan aplikasi
Dukcapil terbaru.

Dukungan kebijakan dan
anggaran serta untuk
melaksanakan bimtek bagi
operator sampai ke tingkat
kecamatan belum memadai

18




3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa
Terpilih Periode Tahun 2021-2026

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian mengenai kondisi
yvang ingindi capai dimasa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau
diimpikan tersebut adalah kondisi yang melalui berbagai usaha
pembangunan di akhir periode 2021-2026 dapat diukur capaiannya.
Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi
untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat terefleksi pada
perubahan paradigm dan kondisi pembangunan yang diharapkan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang
dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Sumbawa serta
mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakatdan dengan
Ridho Allah SWT, maka visi Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah dan Wakil
Bupati Dewi Noviani, S.Pd., M.Pd. dalam tahapan keempat Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa yang kemudian menjadi
visi pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, adalah:
"Sumbawa Gemilang Berkeadaban".

Dalam rumusan visi Kabupaten Sumbawa 2021-2026 tersebut
terdapat dua kalimat kunci (Key Word) sebagai pokok-pokok visi yang
menjiwai seluruh rumusan visi tersebut, yaitu Sumbawa Gemilang dan
Sumbawa Berkeadaban. Penjelasan masing-masing pokok visi dapat
disajikan pada tabel berikut.

Makna yang terkandung di dalam pernyataan Visi tersebut, adalah
sebagai berikut.

1. Sumbawa Gemilang mengandung makna kabupaten Sumbawa yang
memiiki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat
regional, nasional maupun internasional.

2. Berkeadaban
Pernyataan berkeadaban mengandung makna masyarakat Sumbawa
memegang teguh agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan
sehari-hari {Adat Barenti Ko Sara’, Sara’ Barenti Ko Kitabuliah, Taket
Ko Nene Kangila Boat lenge) sehingga terbentuk kondisi kehidupan
yang “Senap Semu” (Dimensi kesejahteraan spiritual). Situasi
kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual, masyarakat yang
diliputi oleh suasana kedamaian dan ketentraman sebagai berkah

ALLah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas ketagwaan hamba-Nya
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dalam menjalankan perintah agama, "Riam Remo” (dimensi
kesejahteraan sosial yaitu gambaran suasana masyarakat yang
penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan
dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga Negara), “Nyaman
Nyawe” (kesejahteraan ekonomi merupakan gambaran kondisi
masyarakat yang berkecukupan. Berkecukupan mengandung
pengertian bahwa ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan sandang,
pangan dan papan telah tersedian dan terdistribusi secara cukup.
Artinya masyarakat “Nyaman Nyawe” merupakan wujud masyarakat
maju dan sejahtera sebagai implikasi keberhasilan pembangunan.

Misi Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD
Tahun 2021-2026 adalah sebaga iberikut:

1. Sumbawa Sehat dan Cerdas;
Sumbawa Sejahtera dan Mandiri;
Sumbawa Bersih dan Melayani;

Sumbawa Aman dan Berbudaya;

ag o W N

Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan;

Untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJMD,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa
melaksanakan satu program generik/rutin dan empat program teknis.
Memperhatikan tugas dan fungsi di atas, maka terdapat hubungan dan
kesesuaian yang tegas antara visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
terpilih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang selanjtnya dinyatakan dalam
penentuan tujuan dan sasaran beserta indikatornya pada dokumen
perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumbawa. Hubungan antara program, kegiatan serta sub kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumbawa dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih sebagaimana
termaktub dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-
2026 dapat digambarkan sebagai berikut:
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Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan dan/atau
penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sumbawa, berikut ini disajikan faktor-faktor penghambat
dan pendorong pelayanan dan/atau penyelenggaran tugas dan fungsi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang
dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah. Faktor-faktor yang disebutkan dibawah ini nantinya
kemudian akan bahan perumusan isu strategis pelayanan dan/atau
penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sumbawa.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi

Tujuan daripada telaashan Renstra Kementerian dan Renstra
Pemerintah Kabupaten, ialah untuk mengukur sejauh mana keserasian,
keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan
Renstra DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB, terhadap sasaran Renstra
Kementerian dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumbawa.

Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Strategis 2020-2024,
telah menetapkan isu dan sasaran strategis yang terkait dengan
kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumbawa, yakni:

“Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek
kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua
keperluan, tolok ukur ketercapaian meliputi: Persentase cakupan layanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan Jumiah lembaga
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pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data

kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif)”

Jika Renstra Kementerian tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumbawa, maka dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan
masyarakat, pemerintah desa dan urusan administrasi kependudukan,
maka akan ditemukan permasalahan yang linear yang menjadi faktor
penghambat, antara visi-misi Kementerian ataupun Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten secara umum, dengan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumbawa. Secara umum, keterkaitan faktor penghambat dan
faktor pendorong, antara Renstra Kementerian dan Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, sebagai
berikut:

;'1. Kesadaran masyarakat atas pentingnya administrasi kependudukan
yang masih rendah, dan kondisi geografis desa yang terpencil dan
terluar yang menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan
administrasi kependudukan, menjadi hambatan dalam mewujudkan
pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas.

b. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini Pemerintah
telah membangun database kependudukan, yang akurat dan
terpercaya. Selain itu, berbagai terobosan dan inovasi, semakin
memudahkan masyarakat mengakses pelayanan adminduk secara
mandiri. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong untuk mewujudkan
terjaminnya hak-hak keperdataan masyarakat dalam aspek
administrasi kependudukan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa sudah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 - 2031. Rencana
tata ruang merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua
kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh
pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau badan usaha.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk
mewujudkan ruang wilayah agribisnis, pariwisata dan pertambangan yang
memenuhi kebutuhan pembangunan berdasarkan keunggulan komparatif,

berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, efisien dalam alokasi
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investasi, produktif, aman, nyaman, dan bersinergi untuk tercapainya
kesejahteraan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
bukan bersifat fisik dan kewilayahan, sedangkan kajian mengenai
lingkungan strategis belum pernah dilakukan. Meskipun demikian tidak
mempengaruhi kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan keadaan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil saat ini yaitu berada di jalan Garuda merupakan jalan utama (Primary
Access Road) di Kabupaten Sumbawa dengan lahan parkir yang cukup
memadai namun dari sisi bangunan kantor masih belum memenuhi
standar pelayanan yang baik, maka dari itu dibutuhkan upaya untuk
melakukan renovasi terhadap gedung/bangunan kantor demi kenyamanan

masyarakat yang dilayani dan aparatur yang melayani.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi aktual yang harus diperhatikan atau
diprioritaskan dalam suatu perencanaan karena bersifat penting,
mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan
pembangunan di masa mendatang. Agar Rencana Strategis ini lebih fokus,
maka dilakukan pembatasan isu strategis untuk 5 tahun ke depan yang
dijadikan bahasan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa.

2. Belum proporsionalnya antara beban kerja dengan sumberdaya pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa,
khususnya tenaga operator dan sarana prasarana penunjang
pelayanan.

Berdasarkan isu strategis di atas yang lebih memberikan dampak
yang besar terhadap peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagai unit pelayanan perangkat daerah, yaitu: Tidak
seimbangnya beban kerja dengan jumlah SDM operator dan sarana
prasarana yang tersedia di Dinas Dukcapil dalam melaksanakan pelayanan
adminisitrasi kependudukan kepada maysarakat. Dari permasalahan
tersebut, maka dapat ditentukan strategi yang perlu dilakukan dari aspek
administrasi kependudukan:

1. Mendekatkan pelayanan adminduk ke kecamatan dan desa/kelurahan;
2. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan adminduk di kabupaten,
kecamatan dan desa/kelurahan; dan

3. Memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.
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Selanjutnya dari strategi yang telah ditetapkan di atas maka dapat

ditentukan arah kebijakan dari masing-masing strategi:

1.

Integrasi pelayanan adminduk dengan paten kecamatan merupakan
arah kebijakan dari strategi nomor 1.

. Bimtek pelayanan adminduk bagi operator SIAK merupakan arah

kebijakan dari strategi nomor 2.

. Pelayanan sehari jadi merupakan arah kebijakan dari strategi nomor

3.

Peremajaan peralatan pelayanan dan penunjang pelayanan
merupakan arah kebijakan dari strategi nomor 3.

Inovasi pelayanan berbasis elektronik/digital merupakan arah
kebijakan dari strategi nomor 3.

. Pelayanan jeﬁlput bola (Dukcapil Jango Desa) merupakan arah

kebijakan dari strategi nomor 3.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi
dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis
sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah. Dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan
yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa menentukan
tujuannya dalam rangka melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Kepala
Daerah dan Wakil Kapala Daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam rangka waktu tertentu. Sasaran
adalah salah satu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga
merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.
Sejalan dengan hal tersebut, sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang telah dirumuskan dalam
RPJMD pada sasaran strategis daerah untuk mencapai sasaran yang menjadi
Visi Misi kepala daerah Kabupaten yang diharapkan selaras dengan visi misi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebagai hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, maka sasaran
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan atau dalam masa
pemerintahan kepala daerah terpilih. Perumusan sasaran dilakukan dengan
memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok
sasaran yang dilayani. Maka selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sumbawa menetapkan sasaran dan indikator sasaran. Maka
berdasarkan hal di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumbawa selanjutnya menetapkan tujuan dan Sasaran beserta indikator dan
targetnya, disajikan pada tabel T-C.25.
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Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa

Target Kinerja pada Tahun:

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 2021 2022 2023 2024 2025
Meningkatkan pemenuhan hak administratif Cakupan kepemilikan 100% | 100% | 100% 100% 100%
penduduk melalui peningkatan kualitas dokumen kependudukan
penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan akta pencatatan sipil

Meningkatnya Kepemilikan | Capaian Kinerja Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100%
Dokumen Kependudukan Administrasi Kependudukan
dan akta pencatatan sipil dan Pencatatan Sipil

Nilai Reformasi Birokrasi 51,32 | 51,91 | 52,50 55,00 57,50
Meningkatnya Kategori Nilai AKIP Dinas BB BB B B BB
Akuntabilitas Kinerja Dinas | Kependudukan dan
Dukcapil Pencatatan Sipil
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, selanjutnya dirumuskan strategi

dan arah kebijakan dalam rangka pencapian tujuan dan penentuan sasaran.
Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sumbawa, disajikan pada tabel berikut:

Visi Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban
Misi III Sumbawa Bersih dan Melayani
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Peningkatan 1 | Optimalisasi Melaksanakan proses dan /
pemenuhan hak Kategori Nilai Penyelenggaraan atau menyelsaikan dokumen
administratif SAKIP Dinas Penunjang Urusan perencanaan, penganggaran,
penduduk Kependudukan Pemerintah Daerah dan evaluasi kinerja Dinas
dengan dan Pencatatan Kewenangan Dinas Kependudukan dan
peningkatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kualitas Pencatatan Sipil
penyelenggaraan
Reformasi
Birokrasi
| Melaksanakan proses
dan/atau menyelesaikan
dokumen Administrasi
Keuangan pada Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Melaksanakan proses

dan/atau menyelesaikan
dokumen Administrasi
Barang Milik Daerah pada
Dinas Kependudukan dan
Pencgtatan Sipil

Melaksanakan proses
dan/atau menyelesaikan
dokumen Administrasi
Kepegawaian pada Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Melaksanakan proses
dan/atau menyelesaikan
dokumen Administrasi
Umum pada Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Melaksanakan proses
dan/atau menyelesaikan
dokumen Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Melaksanalkan proses
dan/atau menyelesaikan
dokumen Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah pada
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
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Melaksanakan proses
dan/atau menyelesaikan
dokumen Pemeliharaan BMD
pada Dinas Xependudukan
dan Pencatatan Sipil

Misi IV : Sumbawa Aman dan Berbudaya
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Peningkatan 1 | Mendekatkan Integrasi pelayanan
pemenuhan hak Kepemilikan pelayanan adminduk dengan paten
administratif Dokumen adminduk ke kecamatan
penduduk Kependudukan kecamatan dan
dengan dan akta desa/kelurahan
peningkatan pencatatan sipil
kualitas
penyelenggaraan
Reformasi
Birokrasi
2 | Meningkatkan Bimtek pelayanan adminduk
kualitas SDM bagi operator SIAK
pelayanan
adminduk di
kabupaten,
kecamatan dan
desa/kelurahan
3 | Memberikan Pelayanan sehari jadi
pelayanan yang
membahagiakan
masyarakat

Peremajaan peralatan
pelayanan dan penunjang
pelayanan

Inovasi pelayanan berbasis
elektronik/digital

Pelayanan jemput bola
{Dukcapil Jango Desa)
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa
menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam periode Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:
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T-C.27 Perubaban Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Periode Tatun 2021-2026

Target Kinerja Prograin dan Kerangks Pendansan Kondisl Kinarja peda aidvir parfode
Tahur-1 {2021} Tahun-2 (2022) Tatwin-3 (2023) Tahurrd (2024} Tahun-5 (2025) %
Sasaran Kinarja
Kod T/s/pfujs [T honn [Ssmman | Program, KGUMNL | oyt Kinarja | program, Kegiatans | - Satuan "“‘m":“"
St Sub Kaglatan Raatisas| Rp Renlizasi Rp targst Rp target Rp target Rp urget Rp
1 Meningkatkan psmenuhsn hak Nilal Reformasi . Nilal 51.32 51.81 5.5 55 5%.5 875 + Doerah
administratif panduduk malsiul Blrokras!
peningikatan kusiitas peryalengge:sen
Raformas! Blrokrasi
11 | Maningketrys Akuntsbiiitas  |Katagor! Nisl AKip 1. Kategorl (88 7,575,341,500 (DB 5,270,983,540 |B 5408,870,795 B 9,679,493,201 B8 10,163,467,561 [aB 10,671,641,254 Kadis
Kinar)e Dinas Dukcapli Dinas Kepandudukan
dan Pancatatan SIpi
X004 PENUNJANG Nital AKIP Dinas gk Nilel Nilak 1014 7,875,341,500 7377 5,270,985,540 63,60 5A08,870,799 §7.10 9,679,493,201 70.01 10,163,457,852 70.01 10,671,641,254 Sekadls
URUSAN Kepsnduduian dan AP PO
PEMERINTAHAN Pencatatan Sipll
DAERAH
KABUPATEN/
AXX.01.2.00 Perencansen, Jumlah Dokumen Tarsedlanys Dokumen 8 395,856,149 8| 19,578,693 [] 33,008,380 8| 42,704,803 8 44,840,003 8 47,082,085
|Penganggaran, dan | Par
Evaluas! Kinerja Panganggaran, dan Parencanssn,
|Parangiat Dasrsh Evaluasi Kinerja Perganggaran, dan
Dearah Evalumst Kinarja
Parangkat Daarah
X.XX.01.2.01.0001 Penyusuhan Jumlah Dokumen Tersusunnya Dokumen 2 2,574,867 2 5,092,09¢ 2 3,650,530 2 18,138,200 2 19,045,110 2 19,997,366
Dokumen Perencanaan Perangkat | Dokumen
Perencanaan Daersh Perancanaan
X,X%.01,2,01.0002 Koordinasi dan Jumlah Cokumen RKA- | Tersedianya Dokumen | Dokumen 1 60,235,230 1 5,593,700 1 18,542,000 1 5,593,700 1 5,873,385 3 6,167,054
Penyusunan SKPD dan Laparan Hasil |RKA-SKPD dan
Dok RKA-SKPD d P Laporan Hasil
Dok REA-SKPD ¥oordinas!
Penyusunan Dokurmen
REA-SKPD . -
X.300.01,2.01.0003 Koordinasl dan Jumiah [ Tersedisrya D Dok 1 3,648,980 1 4,335,750 1 3,411,400 1 4,415,750 i 4,636,538 2 4,868,384
{Penyusunan Perubahan RKA-SKPD | Perubahan RKA-SKPD
Dokumen Perubaban |dan Laperan Hasit dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koerdinasl Penyusunan | Koordinas|
Dokymen Perubahan | Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD Pe -SKPD
X.XX.01.2.01.0004 Keordinas) dan Jumizh D DPA- ya Dok D 1 3,018,480 1 2,215,500 i 3,797,000 1 2,215,500 1 2,326,275 2 2,442,589
Penyusuran DPA- SKPD dan Laporan Hasi | DPA-SKPD dan
SKPD koordinasi Penyusunan |Laporan Hasll
Dokumen DPA-SKPD Koordiras!
‘Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
¥.XX.01.2.01.0005 Koordinas! dan Jumiah D d! k Dok 1 3,928,430 1 2,988,770 1 3,378,900 1 2,988,770 1 3,138,209 2 3,295,119
Peny Perut DPA-SKPD  [Perubahan DPA-SKPD
Perubshan DPA- SKPD |dan Laporan Hasll dat Lbporan Hasil
o e pnnan & oo
CPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD
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. ot Kinaris Program dan KeTangks Fendanssn Kondial KInar]a pads akhiT parioos
Tahur1 {021) Tahur2 (Z022) Tatwn-3 (2023) Tahiin4 (2024) Tabuny3 (2025 Renetrs PD (2026}
Sesaran Kiwrs
Kode T/S/PIK/SK """’si?"“""" Bl inclatorineds | Program, Kegistena |  setuan "m‘“
Kegietan Sub Kaglatan Raallsasi [ Realicas! Ry targst fp target Rp target Rp arget Rp
XX0.01.2.03.0002 Pemyusunan [ lumlah R Dok
P butuhan Barang Milik Barang
Kebuuhan Borang Daerab SKPD Mliik Daerah SKPD
Millk Daersh SKPD
LG, 2.03.0007 Pengamanan Barang |lumiah D ahya Dok
Millk Daerah SKPD Pengamanan Barang  |Pengamanin Barang
|Mifik Daerah SKPD |Misik Daerah SKPD
¥,XX.01.2.03.0003 Koordinas| dan lumlah Laporan Hasil  |Tersedianya Leporan | Laporan
| Penilalan Barang MilkiPenllalan Barang Mikk | Masi Penlalan Barang.
Daerah SKPD Daerab dan Hasil Miilk Daerah dan HasH
Keordinas! Penilaian Xoordinas! Penltalan
Barang Millk Daerzh Barang Miilk Dagrah
]
X.XX.01.2.03.0004 |Pembinaan, Jumizh Laporan Hastl | Tedaksananya Laporan
Pe dan b Pembinaah,
|Pengendalian Barang {Pengawasan, dan Pengawasan, dan
Mk Daerah pads Pengendallan Barang | Pengendatian Barang
SKFD Milik Daerah pada SKPD | MUk Daerah pada
SKPD
X.XX.01.2.03.0005 Rekons(ilast dan Jumiah Laporan Terlaksananys Laporan
Penyusunan Laporan {Rekansitasi dan Rekonsillagl dar
Barang Milik Daerah  {Penyusunan Laporan | Penyusunan Lapatan
pada SKPD Barang Mk Daerah Barang Millk Daerah
SKPD a SXPD
X.%00.01.2.03.0006 Penatausahasm Jumlah Laporan Tedaksananya Laporan
Barang Milik Daerah |Panatausahaan Barang |Penatausahaan
pada SKPD Milik Daersh pada SKPD | Barang Millk Daerah
pada SKPD
¥.XX.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang |lumlah Dob Hasil ¥ L
Milk Daerah SKPD  |Pemanfaaten Borang | Pemanfaatan Barang
Milik Dagtab SKPD Millk Daerah SKPD
-] %-X%,01.2.04 Adminlseras)
Pandapatsn Daersh
Kewerangan
Dawrsh
X.2%.01.2.04.000% Perencanaan Jumlah Dok T diany: [+
Peng Retribusi | & P ol Pengelolaan Retribusl
Daerah Retribusi Daersh Daergh
X.%X.01.2.04.0062 Analisa dan Jurnish Dokumen Hasil | Tersedlanya Hasl) Dokumen
Pengembangan Anatishs serta Anaisis serta
Retribusi Caerah,  [F B
serta Peryusunan Retribusl Daerah dan | Retribust Daerah dan
Kebijakan Retribusl k ]! b
Rigmh
X.XX.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Jumiah Laporan Hasil  {Terlaksananya Laporan
Penyebarl ¥ dan Penyuluhan dan
Kebjjakan Retribusi  |Penyebariuasan Penyebarluasan
Daerah boi]ak k I
Daersh Daerah
X001, 2.04.0004 {Pendataan dan Jumlah Dats Objek, Tersadianya Daty Dokumen
Pendaftaran Objek  |Subjek dan Wajib Objek, Subjek dan
Retribus| Daerah Retribus| Dasrah Wa|lb Retribus!
Raerah
X.XX.01.1.04.0005 |Pengolahan Data Jumlah Laporan Hasli | Terlaksanarya Laporan
Retribusl Daerah Pengolahan, Pengolahan,
F i dan Pe: dan
Pelaporan Datx Pefsporan Data
X.XX.01.2.04.0006 Penetapan Wajlb Jumiah Dok Dokumen
Daermh p b K pan Retribusi
Daerah Daerah




Kinst/a Program dan Ksrangks Pendanasn — Kondls! ﬁmrll patn akhir pactods
Tahunl (3021} Tehun-2 (2022) Tahun-3 (2029) Tahund (20243 Tahun5 (2025) Ranstre PD (2026)
Sasaran Kinarfa
Kosa js/orssk | TVhenn "';‘;'“ Fron "'::‘“‘ tndlkator Kinerls | Program, Keglatan & |  Satian "‘;:ﬂ'“‘
eaIan Sub Kegiatan Raallsas! Rp Realisas! 8 target Ry tanget Rp Rp target fp
X.%X.01.2,04.0007 Pelaporan Jumish Laporan Tersedlanya Lapotah | Dokumen
P ol b o Pengelofasn RetHbusi
Daarah Dagrah Daerah
N.XX.01.2.05 Administras] Jumiah Dokumen Tarsadienys Dokumen 1 172,997,938 i 514,592 1 15,128,000 3,301,500 1 3,466,575 1 3,639,904
Kepaga
Perangkat Daersh Administrasi
Parangkat Daarah Kapegawsian
Perangkat Daarah
X.XX.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana  |lumiah Unit Tersedisnya Uit Untt 9 . 0 - a - - ] - o M
dan P Disipding Peningk Sarana dan Samna
Pegawal Pragacana Distplin dan Prasarana Disiplin
Pegaveal Pogawal
X.XX.01.2,05,0002 Pengadaan Pakalon  |lumlah Paket Pakalan {Tersedianya Pakaian  |Paket o - [+ - 0 - 0 - 1] -
Dinas beserta Atribut [Dinas beserta Atribut  {Dinas beserta Atribut
kelengkaparnn) Kel n Kelengkapan
1X.%X.01.2.05.0003 Pendataan dan Jumnlah Dokumen Tarlaksananya Dokumen 1 394,592 1 524,592 2 15,123,000 3,301,500 1 3,466,575 1 3,633,904
Pengolahan Pendataan dan Pendataan dan
Administrasl Pengolahan Pengolahan
Kepegawaian Admilnistrasi Adminlstrasl
Kepegawalan Wwalan
X.XX.01.2.05.0004 Koordinast dan Jumiah Dokurmen Hasl! [ Terlaksanarya Dokumen [} - o . i} - . Q - Q -
F Sistem | Koord| dan Koordinasi dan
Informas! Pelaksanaaan Sistem | Pelaksanaan Sistem
d i Kepegawatan {Informasi
Kepegawaian
X.XX.01.7.05,0005 Moritoring, Evaluasi, [lumlah Dokumen Terlaksananya Dokumen o - [+ - 0 - - 0 - Q -
dan Penilalan Kinerfa Evaluasl, A ring, Evatuasi,
Pegawai dan Penllajlan Kinera | dan Penltalan Kinerja
FPegawal Pegayal
X.XX.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai [Sumiah Pegawal Terlakssnanya Orang 0 . 0 [) - o - Q -
yang Pensiun Pengiun yang Pemulangan Pegawsl
Dipuighgkan lun
X.XX.01,2.05.0007 Pemulangan Pegawai |Jumiah Laporan Hesil  [Terlaksananya Laporan 1} - 0 - [y - - 9 - 0 -
yang Meninggal F gan Pegawal  (F Pegawal
dalam Melaksanakan |yang Meninggal dalam  |yang Meninggal datam
Tugas Melaksanakan Tugas _ [Melaksanaian Tugas.
%.XX.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas  {Jumlah ASN yang Teriaksananya Orang 0 - 1] . a . - Q - 0 -
ASN dipindat ka Pemindahan Tugas
ASN
X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Jumlah Pegawat Terlaksananya Orang 0 - 0 - 4 - - L] . 0 -
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan |Pendidikan dan
Berdasarkar Tugas  |Fungst yang Mengikuti | Pelatihan Pegawal
dan fungs! Pendidikan dan Berdasarkan Tugas
Pelatihan dan Fungsl
X.XX.01.2.05.0010 Soslallsast Peraturan  |Jumlah Orang yang Terlaksananya Orang 60 75,516,750 a - 1] - - 0 - o -
Perundang-Undangan |Menglh I Sosialisas) Peraturan
Peratyran Perundang- | Perundang-Undangan
Undangan
X.XN.01.2.05.0011 Blmbingan Teknis Jumlah Orang yang Terlaksananya Orang 76 187,086,594 a . ] . - o - @ -
Implementas) ! bing Bimbingan Teknis
Peraturan Perundang- [ Teknls Implementast Implementasi
Lindangan Peraturan Perundang.  |Peraturan Perundang-
Undangan Undangan
X2X.01.2.06 Administrasi Umum  |Jumish Dokumen Tersadinnya Dokuman 4 1,244,5%4,775 3 96,652,387 3 440,267,630 248,265 450 3 260,676,723 3 273,712,658
Parangket Daersh dministras Umum  [Dal
P lent Dnarah A | Umum
| Parangkat Dasrah
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Kondist Kinerja paca akhir pariods

Target Ki ram can Karangks Pendanasn
Tahun-1 {2021) Yahun-2 {2023 Tahun-3 (2623) Taburr-4 (2024) whun-5 {2028) Paratrapbizozs} |
Sasarun Kinerls
KoceTss/ppisk | Me Progris elmtan | naikator kinacts | rogram, Kegisten | - satuan . —
Suh Kaglatan Realini Rp Raalisas Rp target #p Rp tp target Rp
MLXK.01.2.07.0004 Pengadasn Alat [Jumiah Unit Alat Tersedianya Alat Unit 1} o - Q o - - 2 -
Angkutan Darat Tak  [Angkutan Darat Tak  |Angiartan Darst Tak
Bermotor Bermotor yang Bermotor
Disediakan
X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jurniah Paket Mebel Tersedianyh Mebel Unit o - Q - 0 a - - 0 -
yang Disediakan
K.J00L01.2.07.0006 Pengadasn Petalatan |Jumish Unit Peralatan | Tersediatya Peralatan JUnit 8 146,000,000 ] . 0 - ] - - o -
dan Mestin Lalnnya dan Mesin Lalonya yang fdan Mesla Lalinya
Dipsedixkan
X.XX.01,2,07,0007 Pengadaan Aset Jumlah Unit Aset Tetap {Tersedianya Aset Unit ] - 1] 0 o - o -
Tetap Lainnya Lainnya yang Tetap Lalonys
X.XX.01.2.07.0008 |Pengadaan Aset Tak  |Jumizh Unit Aset Tak | Tersedianya Aset Tak {Unit ] - 3 - 0 - [ - 0 -
Berwu[ud Berwulud yang Berwiijud
Disediakan
X.30(.01.2.07.0008 Pengadaan Gedung  |Jumlah Unit Gedung Tersedlanya Gedung  |Unit [} - 0 0 (1] - ¢ -
Kantor atau Kantor atau Bangunan | Kantor atau Bangunan
!lamnln Lainnya Lalnnya yang Lainnya
XK.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana Jumlah Unit 5arana dan |Tersedianya Sarana Unit 27 264,844,B00 9 - 0 - 5 17,500,000.00 18375000 5 19,293,750
dan Prasarana Prasarana Gedung dan Prasarans Gedung)
IGedung Kantor atau  |Kantor atau Bangunan  |Kanter atau Bangunan
Bangunen Lainnya inn Lainhya
X.XX.01.2.07.0013 [Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana dan [Tersedianya Sarana  |Unit 0 ] - 0 - ¢ - - o -
dan P L Pendukung  |danP
Pendukung Gecung | Gedung Kantor atau Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Eainya yang |Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Disediakan Lalnnya
XM001.2.08 Penyediaan Jas Jumlah Dol Torsed do Dok 3 £31,138,990 3 520,202,110 3 181,054,526 [] 184,733,710 172,970,396 4 181,618,915
Penunjang Urutan | Paryediasn lasa Panyedlasn Jasy
Pamartmtahan P Urusan NANg Urisan
Dasrzh Dastah [Py han Desrah
X.30X.01.2.08,0001 {Penyediasn Jasa Surat| Jumiah Laporan Terlaksananya Laporan 1 1,936,960 1 1,034,686 1 1,722,300 F 1,607,000 2,737,350 i 2,874,218
Y Jasa Surat | Penyediaan fasa Sumat
Menyurat Menyyrat
MXX.01.2.08.0002 |Penyediaan lasa Jumilah Leporan Tersediarya Jasa Laporan 1 88,395,204 1 95,125,000 1 97,144,300 i 123,600,000 129,780,000 1 136,269,000
ikasl, Sumber | Pemyed lasy Komunikasi, Sumber )
Daya Alr dan Listeik | Komunikasi, Sumber Daya Air dam Listrik
Daya Air dar: Listrk
isedia)
¥.XX.01.2.08.0003 Penyedizan Jasa Jumlah Laporan Tersedianyh Jasa Laporan 1} - 0 - 0 - 1 183,510.00 192,686 1 201,320
Peralatan dan Penyediazn Jasa Peralatan dan
Periengkapan Xantor |Peralaten dan Perlengkapan Kantor
Periangkapan Kantor
yens Disediakan
X.XX.01.2.08,0004 [Penyediaan lasa Jumlah Loporan Tersedlanya Jasa Laporan 1 261,006,826 1 423,642,524 1 22,187,326 1 38,343,200 40,260,380 1 42,273,378
) Umum diaan jasa Pel. Umum
Kantor Pelayanan Umum Xantor
XXX.01.2.09 Pemellharsan Barang | Jumish Dokumen Tarsadiswa Dokuman 2 95,498,600 F 123,245,800 2 118,705,800 3 170,181,200 3 178,690,260 167,624,773
MHIk Daargh Pamaiiharaan Barang | Dokuman
Penunjang Urusen Millk Dasrah Pamelihacsan Birang
Pemarintahan Panunjang Urusan Millk Dasrah
Dasrah Pamerintahan Dasrsh {Penunjang Unssan
Pemarintahan Dsersh




Kondlal Kinarja pada akhit perlode
Tahun-1 {2021} Tahurd {3027) Puurt4 (2024] Tahun-& (2028) herwrafO(z025) |
Sasaran Kinerja
KodeT/s/ppws [T Sasan | Prograe, Keslatin & | e kineria | progiam, Kegistans. | - Satuan
oglatan Sub Keglatan Reailsast Rp Roatisas! Ry Rp rp targat Rp taegat fp
X.XX.01.7,09,0001 Perryecizan Jasa Jumlsh Kendarzan Tersedianya lasa Unit ] R - o - 8 27,000,000.00 8 2,350,000 & 7,711,500
Pemeliharaan, Biaya |Perorangan Dines stau | Pemeliharaan, Blaya
| dan Dinas Pemneliharaan dan
Pajak Kendaraan Jabatan yang Dipelihara | Pajak Kendaraan
Percrangan Dihas dan dibayarkan Perorangan Dinas atau
#1au Kentlarasn Dinas |Pajeknys Kendaraan Dinas
Jabatan,
L00.01.2.09.0002 Penyediaan lasa Jumiah Kendaraan Tersedianya Jasa Unit B 00,902,600 38,099,300 [] 98,732,800 B 89,951,200 8 94,448,760 8 99,171,198
Pemeliharaan, Blaya |Dinas O; atau |F Blaya
Pemeliharaan, Pajak  |Lapangan yang Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Dipelthara dan dan Perizinan
Kerntaraan Dinns dibayarkan Pajak dan  |Kendarasn Dinas
Operasional atau P Op atau
\apangan
X.XX.01,2,09,0003 tPenyediaan Jasa Jumlah Alat Besar yang |Tersedanya lasq Unit [:} - - o - Q9 - o - o -
Pemeliharaan, Blaya |Dipellbara dan {Pemeliharaan, Blaya
dan yarkan ¥ ¥ dan
Perizinan Alat Besar Perizinan Alat Besar
X.XK.01,2,09.0004 Penyediann lasa Jumizh Alat Angkutan | Tersedianys Jasa Unit 0 - - 0 - 1] - o - o -
Pemellbaraan, Biaya |Darat Tak Bermetar Pemeliheraan, Biaya
Pemeliharaan dan yang Dipeltihara dan Per dan
Perlzinan Alst Dibayarkan Perizinan Alat
L Darat Tak | Peri gk Darat Tak
|Bemotor
X.XX.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel |Jumlab Mebel yang Tertaksananya Unit g . 0 B a 9 - 0 -
Dipefihara Pemetiharaan Mebel
X0(,01.2,09.0006 Pemeliharaan Jumiah Peralatan dan | Terfaksananya Unit 10 4,596,000 43 35,150,000 10 17,973,000 73 43,230,000 10 45,391,500 10] 47,661,075
Peratatan dan Magih  [Mesin Lainnya yang Pemeltharaan
Lainnya Clpelihara Peralatan ¢an Mesin
Lainny
¥04,01,2.09.0007 Pemellharaan Aset  {Jumlah Aset Tetap Terlaksgnanya Unit 0 . - [ - o - 0 - o -
Tetap Lainnya ya vang Dip F Aset
Tetap Lajnn
X.)X.01.7,09,0008 jPemeltharaan Aset  |lumlah Aset Tak Teraksananya Unit =) - a - [ 0 - o -
 Tak Berwijud |I!emujud vang Pemelharaan Aset Tak|
Dipelihara lBerwujud
X.X%.01.2,09.0000 Pemellharazn/Rehabll|Jumiah Gedung Kantor | Tertaksananya Unit 1] . - 0 . a - o - 0 -
Ites| Gedung Kartor  |dan Bangunan Lainnya  |Pemellharaan/Rehabil
dan Bangunan vang Dipellhara/ tasl Gedung Kantor
Lainnya Direhabiitasi Jdan Bangunan tainmye
XXX.01.2.08.0010 Pemellharaan/Rehabii Lumlah Sarang den Terfaksananya Unit L - - 1] - 1 20,000,000 1] 31,500,000 o 33,075,000
Hasl Sarana dan f Gadung P aan/Rehabiil
Prasarana Gedung Kantor atau Behgunan  (iasl Saraha dan
Kantor atay Lainnya yang | Prasarana Gedung
Bang) Lalnnya Dipelihara/D bilitasi| Kantor atau Bangunan
Loinnya,
X.X0(,01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabil | fumlah Serana dan Terlaksananya Unit o - . 0 - 0 - o - 0 "
Itasi Sarana dan Prasarana Pendukung  |Pemeliharaan/Rehablli
{Prasarana Pendulung | Gedung Kantor atau tas| Sarana dan
{Gedung Kantor atau F 1Lainnya yang |7 Pendukung
Bangunan Lalnnys Dipelihara/ Gedung Kantor atau
Pirghabilitasl joaneunen v
K.XK.0L,2.09.0012 | Pemelinaraan/menatii | Luas Tanah yang Terlaksananya Ha o . - of - 0 - o . 9 -
Hasl Tanah Dllakulkan tPemellharaan/
L W habilitas! Tanah
Rehabilitas}
A300L01.2.10 Paningkatan N N o B N o/ . [ . [ - [ -
Pl nup
X.3X.0%.2.10.0001 Pelayanan dan Jumiah BLUD yang Tersedianya BLUD Unit Kerja ] - . 0 - 1] - o - o *
P tang Pelay Menyediakan Pelayanan|yang Menyediakan
BLUD dan Penunjang Pelayansn dan
i Petpyansn Penuniang Pelsyanan




Targat King| g dan Kerangha Pendanaan Kandisi ﬁmr}a pacis akhir parloda
Tahun-1 (3021) Tahure2 (2033 Tahur- {2623} Tahur4 [2024) Tahur3 {2025) Panstra PD (026}
Susaran Kinarjs
Kode T/sfe/uisk | Tt | SEIAR | OB S8R indiator inerin | Program, kepiean: | - sanuan P —"
Sub Keglatan Realisas Rp Realisasl Rp target Rp target Rp target Rp target ]
2 Maningkatin pamenuhan hak Cakupan kepamilian |- % [F2T) 81,03 %25 100 100 100 Daevah
administretif penccduk meladut dokuman
igkaten kualitay nggarsan | dan
Reformasi Blrokrast 2kt pencatatan sipll
21 Meninghatnya Kepemilikan | Capalan Kinasja p % 58,99 348,691,220 63.68 511,850,343 65.13 149,142,320 5 5,759,584,712 7 6,047,563,948 100/ 6,349,042,145 | Kadis
Dok Kanandudiukan d .
akta Ipil Kapenduduken dan
{Pancatatan Sipil
2.12.02 PENDAFTARAN Capatan Kinerla Maeningkstnya Kinerjs [ 76.68 147,704,273 76.94 725,397,227 83.85 48,452,500 88.05 1,453,819,720 9245 1,531,760,706 97.07 1,603,348,741 | kabid
IPENDUDUX Pal 4 pelzyanan
dafduk
panduduk
2.12.02.2.01 Polayatun Jum lah parduduk yang | Terlaksananya Orang 398,190 147,704,273 399,934 715,397,227 435,856 45,452,500 457,849 1,458,819,720 480,531 1,531,760,706 504,558 1,608,348,741
Pondpft Appatian liyanan lay
juk
2,12,42,2,01.0001 Pendataan Penduduk |fumlah Dokumen Hasll | Tersedianya D 1 15,708,000 1 1,123,989 i 4,900,000 1 15,923,000 1 16,719,150 1 17,555,108
Nan P dan  |F Penduduk | Pend: " Fenduduk
Rentan Adminlstrasl | Non Permanen dan Non Permanen dan
Kependudukan Reertan Ad Rentan Adr
Ke) idukan Kependudukan
2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Jumlah Do Hastl D 3 105,764,744 3 30,763,815 3 41,552,500 3 1,442,896,720 3 1,515,041,556 3 1,590,793,634
P dan |f , P 3
Penerbitan Dokumen |F 1dan F haan dan
Ates Pendaft: P h Penerbitan
Penduduk Atas Pendaftaran Atas Petdaftaran
pendusuk Fenduduk
2.12.02.2.01.0003 Penyelasalan Masalgh |fumish Penduduk yang {Terlasaksananya Orang a - 1] - o - a - 1] - - -
daft Aer P Masalah
dug Pelayanan Penyel P Pendutuk
Masalah Pendsftaran
2.11.62.2,01.0004 Peningkatan Jumiah Laporan Hasll | Meningkatnya Laporan b 650,000 1 326,458,000 0 - ] N Y M - -
Pelayznan Peningkatan Pelayanan |Pelayanan
Pendaftaran Pendattaran Penduduk | Pendafiaran Panduduk|
2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Jumlah T 1 15,581,529 1 357,051,413 [} - 1] - ] - - -
Py } dan P Pencatatan,
Penerbitan Dokumen. | Penatausahaan dan Penatausahioan dan
Atas Pelaporan Penerbitan D v |Penerbitan D Y
Peristwa Atas Pelaporan Atas Pelaporan
Kependudukan Peristiva Paristiwa
Ki
2.12.02,2.01.0006 Pencatatan Atad Jumlah Laporan Terlaksanzhya Laporan ") - Q o - 9 N o - - -
Pel; Paristiwa  [Pe) n Atas F 1 Atag
Pelap Peristiwa F Peristiva
Kependudukan udukan
2.12.02.2.01.0007 Peterbitan Dokumen [Jumiah Laporan Terfaksananya Lzporan 0 . o - 0 - 9 - 0 - - -
Atas Hasil Pelaporan | Penerb Dok F Dok
Peristiwa Atus Hasil Pelup Atas Hasll Pelap
Kependudukan Pertitiwa fPeristiwa
Kependudukan gy
2.12.00.2.01.0008 Pengumpulan, Hirlah Dokumaen ‘Terlaksananya Dokumen 0 - o [’] 0 - o - - -
Analisls, dan Per Anglisls, |Pang) I
L Data dan Diseminasl Data | Analisls, den
Terkait Pendadt, Terkait Pandaf Dan|Di | Data
dan Per g; Per g Terkajt Pendaftaran
T Pendudyk slan Perkembgnden
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Targat Kineq] am dan Kerangks Pendaran Kendis! Kinarja pade akhir periote
Tahun-1 {2021) Tahun-2 {2022} Tahun-3 {2023} Tahurt-4 (2024) Tahun-S (2025) Randtre PD (2026)
Sasarsn Kinerja Pananggung
Kode T/S/P//SK “";" "“s':" Kegiwtand| | mtorineris | Program, Kegistand | Setumn ) Lawad
Sub Keglatan Realisas! Rp Reatlsast Rp wrgat Rp targst Rp target Rp targst Rp
2.12.01,2.03.0008 Penyajtan Datas fumizh Caty Tesedianys Data Dokumen 4] LR 1} - 1] - 4] - 9 - 0 N
Kependudukan yang | Kependudisksn yang p ken yang
Akurat dan Dapat Akurat den Dapat Akurat dan Dapat
Dipertanggung) Dipertanggung) Dipertangguiglawabk
an Terkatt n Terkat Pendaftarans  lan Terlstt Pendaftaran
Pendsftaran Penduduk vang Tersedia{ Penduduk.
Penduduk
2.12.02.2.04 Pembinsan dan
Sengawasan
Pamryalenggarasn
Pandafteran
Panduduk
2.12.02.2.64.0001 Pengelolaan dan Jurtah Dok Hasil y Dok 0 . 0| - [] - 0 . 0| -
Pelaporan Per {aan dan getolaan dan
Penggunasn Blangko |Pelaparsn Penggunaan [Pelaporah
|Pokumen Blangks Dokurmen Pengguhiaan Blangko
Kepenuuduka Xependuduk
Fomudlr, dan Buku  |Formullr, dan Buku 1Kependudukan,
untuk Pelayanan umuk Pelayanan dafduk | Fermulir, dan Buku
2.12.02.2.04.0002 dan Jumlah Laporan Tarbinanya dan Laporan 0 - 1] - 0 - ] - o "
Peng: Terkaht |Pemb dan Terawasinya Tarkalt
F Peng 1 Tarkait Pendaftaran Penduduk|
Penduduk dafduk
2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Taknis Jumlah Laporan Terlaksananya laporan 4} - ] o - ] - Y -
Terkalt Pendaftaran | bimblngan Teknis Blmbingan Teknis
Penduduk Terkatt Pendaft: [ Teriait P
Penduduk Penduduk
2.12.03 PENCATATANSIPIL | capalsn kinarja maningkatnya kinarja | % 99.85, 51,068,293 9510 18,576,883 9425 24,300,500 9% 50,397,492 95% $2,917 387 % 55,563,233 keabtd
oipll sipll apl
2.12.03.2.01 Palayanan Jumish penduduk yang [Terlakisnsnya Orang 158,624 50,202,649 143,753 10,481,677 137,103 24,300,500 142,354 50,397,492 147,205 53,917,367 153,467 55,363,233
Siph dapetian lsyanan | pelay
pancatatan sipi) |alpit
2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Iumiah Dokumen Hasil |Teriaksananya Dokumen 12 50,202,649 12 10,481,677 11 24,300,500 12 50,397,492 12 51,917,367 12 55,563,235
P dan | Per Pencatatan,
Penerbitan Dok P haan dan Penatausahaan dan
Atas Pelaporan Penerbitan Dok Penerbitan Di
Peristiwa Penting Atas Pelaporan Atas Peleporan
| Peristiwa Penting
2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam  [Iumiah Layanan Meninglatnya Layansn [ . [ - [ - 0 - 0 - 0 -
Pelayanan Pen P Sipli yang Hay P
Jsiptl Ditingkatkan B
2.12.03.2.01,0003 fPengumputan, Jumiah Dok Hasil \anya b d [1} [ . 0 . a Y - 9 .
| Anallals, dan Pengumpulan, Analisis, |Pengumpulan,
jOiseminast Data dan Diseminasi Data  |Analtsls, dan
Pencatatan Sipil Pencatata | Disemi
2,11.03.2.01.0004 Penyusunan Tata Cara{Jumizh Dok Tata Terseds Dok 0 - [ - o - L] - 0 - 0 -
Perencanaan, Cara Perencanaan, Tits Cara
F 3 F Perencanaan,
; P , Evaluasi, |Pelak
Evaluasl, Pengendalian dan Pemantauan, Evatuasi,
F 1 dan Pel Fengand: dan.
Pelaporan Penyelenggaraan Pelaporan
Penyeienggaraan Adminduk Teraht Penyelenggaraan
A cduk Tarkalt P Sipllyang | Adminduk Terkant
Pencaatangoll  IDsusun.. . IPencotathn Sl




[ rm dan Kar: Pendanadn Kondisl Kinarja pade sicir peviods
Tatuin-1 (023] Tahan-2 (262 Tehun-3 (2033 Tahurtd {2024) Tahue5 (202%) Renstra PO (J02d) |
Smsaran Kinarja Penengpung
Kode T/s/ppcsn | Tluen "':;'" m's”'“l; Kegiatan & iikatos Kinarja ogram, Kegistan & | Satuan Jawab
Fo uh Kaglutan Sub Keglatan Realisas! " Realisa! Rp target Ry Rp rarget fip rget Rp
2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokurnen |Jummiah Dokumen Tersedisnya Dokurmen | Paket 0 [} ] [ 9 - e -
Kependudukan sefain |Kependudukan selain  |Kependudukan selain
Blangko KTP-El, Blangko KTP-E, Blangko KTP-El,
Formulir, dan Buku | Formulir, dan Buku Formulir, dan Buku
Terkalt Pencatatan [ Terkait Pen Sipil |Terkalt P
Sipll Sesuai dengan | Sesual dengan Sipil Sesuai dengan
Ketutuhoen Kebututan,
2,12.03.2.02 Perysienggarasn
Pencatatan Sipll
2,1.03.2.02,0001 Koordinasi dengan Jumlah tzporan Hasll | Tertaksananya Laporan ¢ 1] 0 9 o M 0 -
Kantor Kemenag Koordinasi dengan Koordinasl dengan
Ksbupaten/ Kata dan Kantor Kemenag Kantor Kermnenag
Pengaditan Agama paten/ Kota dan p / Kota dan,
yang Berkaltan Pengadilan Agama yang [Pangadilan Agama
dengan Pencatatan | Berkaltan dengan yang Berkaitan dengan
Nikah, Talak, Cerai, Pencatatan Nikah, Percatetan Nikab,
dan Rujuk bagl Talak, Cerai, dan Rujuk |Talak, Ceral, dan Rujuk
uduk yang bagl Penduduk yang bag! Pendudul yang.
ganD 1Sl REARITH pe L
2.12.03.2.02.0002 Jum!ah Laporan Hasl| Laporan [} [ [ 0 lJ - @ -
: Kantor Kemenag Koordinas! dengan Koordinas! dengan
Kabupaten/Kota Kartor Kemenag Konor Kemenag
dalam Memellhara Kabupaten/ Kota dalam |Kabupaten/Kota
Hubungan Timbal Memellhara Hubung; dalam a
Balik Melalol Timbal Ballk Melalul Hubungan Timbal
; Masing- [F Masing:  |Balik Melakul
Masing kepada Masing kepada Instansi [Pembinaan Masing-
Instans] Vertikal dgn  |Vertlkal dan UPT Dinas  |Masing kepada
UPT Dinas Dukeapll  |Dukeapil Instansi Vertikal dan
2.12.03,2.02.0003 Koordinas! antar Jumiah Laporan Haall | Terlaksananya Laporen 0 0 [ [ 0 - 0 -
Lernbaga femerintah [Koordinasi Antar Keordinasi antar
dan Lembaga Non-  |Lembaga F h aga F
|Pemerintah di dan Lembaga Non- dan Lembaga Non-
Kabupaten/Kota h dt v h ol
dalam Penertiban b fXota dalam |Kabupaten/k
P P ; ban F dalam Penertiban
Sloi
2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Jumilah Laporsn Hasll  { Tertaksananya Laporan Q [ o a o - 0 -
Akt ¥ Pelayanan Secory AKIF | Pelayanan Secara Aktif
Peristiwa Pendaft Peristiwg  |F Peristiwa
Kependudukan dar | Kependudukan dsn Kependudukan dan
Pencatatan Peristiwa {Pencatatat Peristiwa | Pencatatan Peristiwa
Penting Terkaft Petiting Terkait Penting Terkalt
34 Ipll
2.12,03.2.02.0005 {Penerimaar dan Jurniah Dokurmen Tetaksananyz Dokumen 1] 4] 4] o o - 0 :
{Permintaan Data Penerimaan dan Penerimaan dan
Kependudukan darl Data Permintaan Data
F P 1 darl pendudukan dari
Indonesta Melalui [P "Republk | Perwakilan Republix
jMenter! Terkalt Melalui Ind ia Melalui
Pencatatan Sipll Menter! Terkalt Mentert Terkait
2.12.03.2.02.0006 Fastlitasi Terkait Jumlah Laporan Haslt  [Terfasilttasinya Laporan 0 [ 0 [ [ - o -
Pencatatan Sipll Fasltitasi Pencatatan Pencatatan Sipil
2.12,03.2.02.0007 Penyelenggaraan Jumlizh Dokumen Hasli [Terseferggaranys Dokumen Q [] 0 o 0 - o :
¥ Data ; i Data P Data
Kependudukan Kependudukan Terkalt |Kependudukan Terkait
i Pencetatan Poncatetan Sipl
1.12.03,2,02.0008 lisasl Terkait Jumiah Laporan Hasll | Tersostalisasinya Laporan o :] @ o 9 N 0 -
Per 1 Sipil [ [ Sipit
Siptl




M|
UL .Ecﬂ KIS UEIELEIUI] HEWIL s
st ueBuquig swEL uedugug)  ueINLA YTA)
0 0 0 [ o 0 ueiodiy vhuguesiesaL]  |iseH umiodeyyepwng] sy urBuiqwig OO0 EDTEOZTT
TR FENSE [ UeAeOusye JUeX|
unnp day zyea| ndis Hexay d N
(L] q inpnpUAcaYy BRg|  URNNPNPUIdaY BiRa
eyfue weep)  siseg ueund ap siseq guad
wept) eweBeiag eyBues wejep axBues uresep
Bueiwynpnpuad| wis) eweResag Bued| weys; swedeiag Buek
(8 yniny uep PRpudd 3eq yniny | Anpnpuad iBegunfny
‘18432 WERL UENN | UBP 1253) HRB), YeiiN uep 'jR1a) YRl
VRLIUAY WelodERd | UnEIRLAG URiodERd|  YRAIN
|eaBusw ewedy Buay ewedy detag | N
uelpeBuaguepelon]  uRjprBuag uep oyl Fuey uejpeduag
e ¢ d| # ueg e1oy/ dnae
1Ry UERLIRY oLy ueRuap Feuaway
g siiad . dojuey ueduap
o o o 0 [ 0 vexxde] ehutuesiepa) vsodeymuing|  ewesiag ispiadng €000 E0TEQTT'T
UEANAENQ Yol
Bued jjois uniBIERg
S uElEIEAg ndis
RAUISEMEID] uep d] HENALL
o 0 0 0 L96'99v's 1 863°765'a7 T uesodey uBp BALBUKLRL|  (I5eH uRsode) yRjwAf uBp ULRUQURS 000 E0TEOITE
UOERESd TGO (R URIETeRRsa] 1 UETETEung |
nyng uep Uy AR HILIN Agiad Anun
‘unnpnpuada nyng uep * ming uep J)
UM ‘ueynpnpuaday ‘uzynpnpuaday
oyBueg uesunSduag| uawnog ondusig LBLUNA0g!
ueiodetad | ueeundBuag uesodejad| oydueg uesundBuag|
uep uaeoPiRd uep uerjopRuad uexodepyd|
o 0 c o GS2'BL6'T 1 IEE0LT'Y r uawmjon RAUBLESARPDL| (ISRH WaWNYOQ yewny uep ueriojaduad 1000'E0°Z'E0'IT'Z
11415 wmETENad s vmmsuay
L T T T Y] usnrElusiaiiag M ueypeUa
ursemeiung (e T T ureeTBusisiuad
Usp uugLEeg L d d
0 [ 0 0 90T'56E'S z via'son'os z 1) iy e G EOTEOTITT
L T
UREIRIUDY URBL Ue|  wEledUSd JeaL U lihs
yqemefunfiuesadia| mqemefBuniBuenadia | vemensd leag ve
1edep uep iy wdep uep Jeanyy | aqemefunBiienadia
Bued ueynp xte Tued 1eteq uep jeanmy
e usi(eiuad eeq uejleAuag|  Bund uminpnpusday
0 0 0 0 0 o uesodey eAURUESIEPA), unsodet yejwny| 0 usiledusg | 1100 20'2'EQZET
AT FeETERISd TR TETe T TR TS g
Uepa) jeyeieAsey ueyial epeday| AL ImeieAseny
uep ueduRuaday | |s2ANP3 uep IsEwLO uep uetujuaday
roffueiuag epeda)| ISEUNWON SWHIUHA mguewag
Is2YNP3 uep ‘jseutsaiy Bued yeyeiehsely epeday [sexnp3
sy ILNKLI0Y uep ueBupuaday uep ‘SEMLIONY
o 0 [} 0 0 0 Buei BAURLESYEUAL jBuzd YeEjny| ‘|sEyunWoN CIDOZOZ'EQ'ZL'E
LI
HBLEIRIIDG ISHAL {1615 UEIEIBILDY s
1BBUIL verundiad (Hepa) @Bul) usinBiad]  WRINEIUSd ML
LI uep By ueruniiag
Jsesuedip 1sesjuedin] uep unexesehseway
uehaD Bwes urMIap eusEg Bliay Isesuedin|
0 ] 0 a 1] Q al el ] aytwng|  veduap ewey elay GO0OZO T'EDZT'T
qome] h whe “ it . whn " e ® : “ T e | worton wasbous | st [ s el ASva/sLomon
.
Rundfusuag efasy g umafey ‘wesloig vening
Toioet o van TszoT] sameL [vz0z) womins TE702) £-unyns (Ee02 Tumivs Tizoe] Tumms
pOUSE I 4ped wlisury [FPUON L T L L LI




Kinar]a Program dan Kar; Pandinean o Kordis! Kinarja gads akhir periode
Tahun-1 (2021} TJahus-2 (2022) Tahun-3 (2029} Tahun-4 {2024) Tshun-5 {2025} Ranstra PD {2026)
Sasaran Kinarja
KodaT/sserkfsk | Tt S ""s'::"’h""l::':" ncikator Kinerja | Program, Kegietan & | Satuan P
Sub Kaglatan Realisas! Rp Realisas! Rp target Rp target Rp target Rp arget Rp
2.12.04 PENGELOLAAN K p Ingk % N/A 25,703,087 318 5,518,008 85.27 19,406,100 100 235,172,000 100 246,930,600 100 259271130 | kabld prip
INFORMASI data kapenduduk fastan dats
ADMINISTRAS! kapandudukan
KEPENDUDUKAN
142.042.01 Pengumpuisn Data | tumish dok Torsedi dok Dak i 18,306,837 1 2,579,990 1 19,406,100 1 235,172,000 1 246,930,600 1 259,277,130
tkan dan | P Dara g fan Data
dan K duscluian di Kepandudidkan dan
Darneall B " dun . dan
Kapendudukan Panyajlan vajlan Datals
2.12.04.2.01.0001 Pengolshan dan Jumlzh Dokumen Data | Terlaksananya okumen a B [ - <} - a 9 - 9 -
Penyalan Data B yang Pengoiahan dan
Kependudukan Diatah dan Disafikan Penyajiat Data
1 Kapendudukar:
2,12.04.2,01.0002 Kerja Sama lumilah Bokumen Kerja |Teraksananya Kerja | Dokumen 1 18,406,837 1 2,579,999 1 19,406,100 1 235,172,000 1 246,930,600 1 259,277,130
Pemanizatan Data  |Sama Pemanfastan Sama Pémanfaatan
Kependudukan Data Kependuduh Data dudukan
2.12.04.2.01.0003 inventarisas| Data Jumiah Laperan Haslh | Tertaksananya Laporan 0 - 1] - Q . 0 0 - 9 -
untuk Kepentingan Invertarisasi Data untuk|Inventarisasi Data
Daersh ing: untuk Kepentingan
Permbangunan Caerah | Pembangunan Daerah
2.31.04.2.02 Panataan Jumish dokuman Terlaksananya
f i Informas!
Administrasi Kej lukan adim)nistrast
2.12.04.2.02.0001 Peryusunan Tata Cara | Jumlak Dokumen Tata  |Tedaksananya Tata Dokumen a - 1] ) - 1] . g - 0 -
Parencanaan, <Cara Perencanaan, Cara Perencanaan,
P % , Evaluasi, |P Evaluasi,
| Evaluag, F dan F dan
Pengendalian, dan Pelap Pelap
Pelaporan Penyelenggaraan Panyelenggaraan
Penyelenggaraan Adminduk Terkalt Adminduk Terkatt
Adminduk Terkait Pengeloiann Informasi | Pengetotaan Informasi
f Informasi Administras!
d Kependudukan yang Kependudukan yang
Disusun
2.12.04 PENGELCLAAN cakupan Tarsalenggaranya % 100 39,533,716 100/ 20,622,665 100 17,847,800 100 3,869,217,560 300 4,062,678,375 100 4,265,812,294 | Kkabid piak
INFORMAS! penyaienggarsan Parg
ADMINISTRAS pung informasl |in ]
KEPENDUDUKAN d ]
2.12.042.03 yalenggarnan lumiah dok Tarsad Dok 3 39,533,716 ] 20,622,665 1 17,842,600 z 3,868,217,500 2 4,062,878,375 2 4,265,812,294
yelanggarasn Panysienggaraan
ik " ! tolnan (nformasi gaiol
Ixmmmm




Targat Kinarla Program dan Kersngks Pendansan

Kondlsl Kinerjs pada skhir pariode

Tahun-1 {2021} Tatun-2 {2022) Tabun-i [2023] Tahun-4 {2024) TahLn-S {202%) Rasstra BD (2026)
Sasaran Kinarja
KodeTsssepkssk | Mee ""s.';f"m &1 indikator Kineris | Program, Kegistens | senan i
Sub Kaglixtan Raalisasi Rp Realisas] Rp Rp Ry L] targat Rp
2.12.04.2,G3,0001 [Koordinas) Antar Jumiah Laporan Hasil | Terlaksananya Laparan ] - '] . ] - a - ] - 1] -
Lernbaga Pemerintah |Koordinasl Antar Koordinasl Antar
dan Lemabaga Non-  [Lembaga Pemerintah  |Lembaga ¥
, Pemerintah dt «dan Lembaga Non- dan Lembaga Non-
" X; /K P intah di {Pemerintah dl
dalarm Penertiban Kabupatan/Kota dalam |Kabupaten/Kote
L lolazan Informasi| F F calam Penertiban
IIMMD_W_W
2.12.04.2.03.000% Penerimaan dan Jumniah T ¥ D 0! - 0 . o + 1] - Qo - [+] -
Parmirtaan Data Penerimaan dan Penerimaan dan
Kependudukan darl | Permintaan Data Parmintaan Data
Perwakilan Kependudukan dart Kependud danl
Indonesia Malyiyl Perwakiian Rep i publlk
' Indoresla Melalul gonesia Melalui
Menter] 41.Mﬂ2['
' 2.12.04,2.03.0003 Fasititasi Terkalt Jumlah Leporan Hasll | Terfasilltasinga Laporan 1 17,358,242 1 16,535,168 o 1 3,825,599,000 1 4,016,878,950 1 4,217,722,898
i Pengelolaan tnformasi|Fasiiitasi P Pengelotaan Inf |
A A Administras]
udukan Kependudukan [K_ggndudukan
2.12.,04.2.03.0004 |Penyelenuaraan Jumiah Dolurmen Terlaksananya Dokumen 0 - ) - 0 - 0 - ] - 0 -
Pemanfaatan Data  |Penyelenggaraan Penyelenggaraan
K duduk F Data Pemanfaatan Data
Kependudukan }Kependudukan
2.12.04.2.03.0005 Terkait Jumlah Loporan Hasil | Tersosialisasinya Laporan 1] - 0 - [} - 4] - 1] - [+] -
R Infor L; Peng!
informas| Administrasi |Administrasi
Kependudukan ____IKependudukan
2.12.04.2.03.0006 Jumiahy Dokumen Kerje |Terlaksananya Kerfa  [Dokumen 1 14,675,837 1 2,523,997 1] - 0 - Q - [+] -
Sama dengan Sama dengan
Kemagyarakaton dan |Organisasi Organisasl
Pergurusn Tinggi dan | dan
Perguruan Tingai Perguruan Tingal
2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Jumtah Dolumen Hasil |Teraksanarys Laporan 1 7,493,637 1 1,563,500 1 17,847,800 1 43,618,500 1 45,799,425 1 48,089,396
Informasi, dan Komunilkasl, Informasi, |Komunikasi,
Edukas| kepada tlan Edukas) kepada Irformasl, dan Edukas
P L5 Keperitingan |kepada Permangku
' Kepentingan dan dan Masyarakat Kepentingan dan
I |_sELi!nM= Masvaraict
2.12.04.2.03.0008 Penyzian Data Jumlah B Data ¥ Dak Q0 - o - [+ - 1] - 1] - 0 -
| Kependuduken yang | Ki dudukan yang Penyajtan Data
| Akurat dan dapat Akurat dan Dapat Kependudukan yang
| Dipertanggung Dipertanggung Akuret dan Dapat
| ) Dipestanggung
| Taradi
2.12.04.204 Pambinaan dan Jumiah dok Tersec! dok k 2 7,296,250 1 3,138,049 ] - [} - [} - 1] -
| F L] dan Pambinsan dan
' Pengeiol Pangawasan
Kapandudukan
2.12.04.2.04,0001 | Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasi{  [Terlaksananya Laporan a - 1] - 1] - 1} - o - Li] .
F Terkatt | Per 4. Permbinazn dan
il per o Terkatt
Administrast Pengelol i Pengetol fi
2 Juk A ] Adtninistrasi
Kependydyken  IKependuduban,




Targat dan Kari Pancansen ¥ondis! Kinarja pads skhir periote
Tahun-1 {2021) Tahun-2 (2023) Tahun-3 (2025 Tahurd {2024) Turhun-5 {2025) Ranstra PD (2026)
Szsaran Kinerjs
Kodu T/s/erfsk | Tiban [Seseran "“s";“';:‘:_:n""‘ sndikator Kinerja | Program, Kegletan & | Setuan "",:::"“
Sub Keglutan Raaiisast Ry Realtsas} Rp target Rp target Rp target Rp targat hp
2.12,04.2.04.0001 i B Jumiah Dok Hasll ahya Dok 1 6,645,250 1 3,238,049 o . o - 1] @
dengan Kamtor Supervisl Bersama Supervisl Barsama
Kemenag Kabupaten, |dengan Kantor {deéngan Karitor
Kota dan P K g Meng Kemeniag Kabx /
Agama Mergenal Pelaporan Pencatatan | Kota dait Pengadilan
| Pelaporan Pencatatan [NIiah, Talak, Ceral, dan Agama Mengenal
Wikah, Talak, Ceral,  [Rujuk bsgl Penduduk | Peiaporan Pencatatan
dan Rujuk bagi yang Beragema lslam | Nikah, Talak, Ceraj,
Penduduk yang dalam rangka dan Ryjuk bagi
g Islam gunian Basls duduk yang
dalam rangka Data Kependudukan  |Beragama lslam
1Pembangunan Bagk dalam rangha
2,12.04.2,04.0003 Bimbingan Teknis Jumiah Laporan Hasll  |Terlakssnanya Laporan 1 650,000 0 - [ - a - 0 o -
Terkalt Pengelolsan | Bimbingan Teknls Bimbingan Teknis
Informasi Terkalt Terkalt P
i Informas| Administras]
Xepend dan d dan dukan dan
Pendayagunash Data Data | Perday Data
12.0% % 100 54,621,351 100 41,135,520 100 41,335,420 100/ 145,978,000 100 153,276,500 100 160,940,745 | labid piak
2,12.05.2.01 Peny Prafl lah Dok Ti ol dok Dok 2 54,681,851 2 41,135,520 2 41135420 2 145,978,000 z 153,276,900 2 180,940,745
Kepanduch Prafil profil
2.12.05.2.01.0001 Penyedlaan Data lurnlah Data Tersedlanya Data Dokumen 14 13,997,987 14 13,211,020 14 13,211,020 14 47,102,000 14 70,562,100 14 74,090,205
PN X . " ik
Kebupaten/Xeota I
2,12,05.2.01.0002 Pemmyusunan Profil Jurslah Dokumen Profil [Tersusunnya Profil Dokurnen 1 40,633,864 1 27,324,500 1 27,924,400 1 78,776,000 1 82,714,800 14 86,850,540
Data P i Data P Data Perh
dan Prayekst dan Proyeksi dan Proyeksi
Ki Jkani serta dukan serta dukan serta
han uhan n___|Kebutul Lain




BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumbawa tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa ditampilkan
pada tabel dibawah ini.

Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sumbawa yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No

IK Tujuen (x), Target Kinetja Program dan Kerangka Pendanaan

2026 | Penan
Sasaran {xx], anggung
Program (xxx) 2021 2022 2023 2024 2025 jawab

realisasi | realisasi [ target target target target

(1)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Nilai Reformasi Bupati
Birokrasi

1.1

Kategori Nilai BB BB B B BB BB Kadis
AKIP Dinas
Kependndukan
dan Pencatatan
Sipil

1.1.1

Nilai AKIP Dinas | 70.14 73.77 63.60 67.10 70.01 73 Sekdis
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

Cakupan 82.11% | 81.03% | 86.25% 100% 100% 100% Bupati
kepemilikan
dokumen
kependudukan
dan pencatatan
sipil

2.1

Persentase 58.99% | 63.68% | 65.13% 100% 100% 100% Kadis
capaian kinerja
pelayanan

kependudukan
dan pencatatan

sipil

2.1.1

Capaian Kinerja | 76.68% | 76.94% | 83.85% 100% 100% 100% Kabid
Pelayanan pelayanan
pendaftaran dafduk
penduduk

2.1.2

capaian kinerja { 99.85% | 95.10% | 94.25% 100% 100% 100% Kabid
pelayanan pelaya_nan
pencatatan sipil capil

213

cakupan N/A 3.18% | 635.27% 100% | 100% 100% Kabid pdip
pemanfaatan
data
kependudukan

2.1.4

cakupan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kabid piak
penyelenggaraan
pengelolaan
informasi
administrasi
kependudukan

2.15

capaian kinerja | 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kabid piak
pengelolaan
profil
kependudukan
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BAB VIl
PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 disusun sesuai amanat perundang-

undangan yang terkait dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa
kaidah-kaidah sebagai berikut:

a. Bahwa Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 tetap merupakan implementasi
pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta
program pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sesuai
kedudukan, tugas dan fungsi Renstra Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Program dan kegiatan/sub
kegiatan yang dilaksanakan dikendalikan sepenuhnya oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa selaku kepala
PD dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam
penyusunan Renja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan
mengacu kepada RKPD Kabupaten Sumbawa;

. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan Kkegiatan dalam

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dilaksanakan secara akuntabel
dan hasilnya akan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara
periodik dari seluruh aparatur sipil negara di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa melalui
Sekretaris Daerah yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa.

Perencanaan yang baik merupakan bagian dari keberhasilan, maka

dengan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan

semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam lima tahun ke depan. Dengan
terlaksananya seluruh yang direncanakan diharapkan akan terbangun tata
kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih
baik, lebih cepat dan akurat.

dl ,(BUPATI SUXIBAWA,

X k/MAHMUD ABDULLAH
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